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DITINGRUNGAN PEMERINTAL DARERAH

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA I95A

BUPATI BULELENG.

bahwve dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan
Stardar Pelayanan bagi Penyelenggara P:slayanan Publik di
Daeralr. malka perlu disusun Pedoman Penyusunan Standar
Pelaviinan:

bahwe herdasarkan ketenruan Pasal 1 Peraturan Menteri
Peonyg: —minanry Amacarng Nocaes ddan Ye fmpemagl Birokrasi
Novo 5 Tahun 2004 tercang, Pedomes, Uiandar Pelayanan,
menzF e setian Penveleneeonea Pelavaran Publik  wajib
mencrapkan dan mienerapkan Standar Jelayanan Publik
unt.alk setiap jenis pelavanan;

balkwn herdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud
dalai hurufl a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupat l'<:1'ﬂ:an§_:{ Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di
Ling«uigan Pemerintah Daeval:

Undeng-Undang Nomor 69 l'ahdn 1958 tentang Pembentukan

Daeizl'-dacrah Tingkat I Dalam Wilayan Daerah-daerah

Tingkat | Ball, Nusa Tenggara Barat dan Nus=a Tenggara Timur

(Lerr basan Negara Republile indonesia Tal'un 1958 Nomor

122, Tembahan Lembaran Negara Republilk indonesia Nomor

1655}

Undaa: Undang Norsor 205 Jatiun 2009 fernitang Pelayanan
Publik Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2009
Noxﬁor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);



3.

O,

Uncang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacratr (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5587),sehagaimana telah diubah beberapa
kali, ‘erakhir dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015
tentary Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tabur 2014 tentang Pemerintahan Daerai (Lembaran Negara
Republle  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5679);
Ur?]darlg—Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
SRVACIE

Perataran  Pemerinioh  Nomor 3% Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,
mPéfrcmu.ahan Daeratt Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kakupaten/Kota (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 473 /4,

Peraan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelats. naan Undang Undang Nomor 25 Taklun 2009 tentang

VRl wein L iie e Negala weoublik Indonesia
Fahan 2002 Nomo 2150 Tambahan  embaran  Negara

Republiic Indonesia Nomor 5337):

Perataian  Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Ciuaangiat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia,

Tahus 200060 Nomaor 1190 Tambahan D embaran Negara
Republic Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraruran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Peruba an Atas Peraruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Tlegara Republik
Indon:sia Tahun 2019 Nomor 1870, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Pera:iran Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Retor mast Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Perviesinal: Standar  Operasional Prosedur  Administrasi
Pemeir tahan (Berita Negars Renubiik Indor #sia Tahun 2012

Nomuo:r (:49):
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Perat .vau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Refornast Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
St T g e T cana Sepaiwens Indonesia Tahun
2014 Nomor 615);

Peraluian  Daeralis Nomor 13 Tabua 2016 tentang

Perabentuikan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

CDazrah Kabupaten  Buleleng  Tahun 2016 Nomor 13,

Tambahar Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7)
sebagrimana telah iubah dengan Peraturan Daerah Nomor
11 Takun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng

Tahur 2019 Nomor 11);

MENMUTUSINAN:

PERATURAN - BUPATI  TENTANG  PRDOMAN  PENYUSUNAN

STANDAR PELWANAN L LINGRDNGAN PIEMVRINTAH DAERAH,
BA !
KETENTUAN TJMIYM
Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini, vang dimaksud dengan:

1.

2
3
4

s

Paerah adalah Kabupaten Buileleng.

Pemevintah Daerah adalah Pemerintah Kabu raten Buleleng.
Bupari adalah Bupati Buleleng.

Peranighkat Daerah adalah unsur pembantuy Lupati dan Dewan
Perwalkilan Rakvat Daerah dalam penvelernggaraan Urusan
Pemerintaﬁan vang menjadi kewenangan Daerah.

Pelayaran Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam  rangka pemenuhan  k-butuhan pelayanan  sesuai
keten'van  Peraturan  Perundang-undangan  bagi  setiap
masy o kat  atas  barang, s, dan/atau pelayanan
administrasi yang disediakan oleh penyvelenggara pelayanan
publils.

Penyeienggara Pelayanan Publik adalab setiap Institusi
penyelenggara Negara. korporasi. lembaga Independen yang

dibentux berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan

pelays e sehiho 0 o Ta o L yang dibeatuk
SEmMAls it nntile b i " b

P

|
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A

Staacar Pelavanan adalah tolok ukur vang dipergunakan

-J

sebaga pedoman penvelenggaraan pelavanan dan acuan
peniainn kudaliias  priavanane selingar kewagjiban dan  janji
penvelengegara kepada masvarakat dalam rangka pelayanan

varc: berkualuas, cepat, nuuadan. terjanghacr dan terukur.

SRVENE
STANDAR PELAYANAN
Pasal 2
(1) Setiep Penvelengaars Dol o Dol ke 50 menetapkan can

mencrapkon Standas s Peloenron ublils o tuk setiap jenis
pelavaian

Stand: + Pelavanan Publih sehagaimana dimaksud pada ayat

,-i
.
—

(1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Unit
Penyelenggara Pelavanan Publik.
Pasal 3
(1) Pedoman Standar Pelayanan digunakan sebagai acuan bagi
Penyelenggara  Pelayanan  Publik  dalam  penyusunan,
pencstapan. dan pencrapan Standar Pelayanan.
(£) Pedom o slandar elayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat !+ tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidaic terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,



BAR 11
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam lZerita Daerah Kabupaten Buleleng.

an di Buleleng
ﬁéval 5'Maret 2021
LLLENG

Diundangkan di Singaraja

\\%UP.‘\'I'I';?\J BULISLENG.
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BISRITA DAERAN KABUPATIEN BULIELIENG TAHMUN .2, NOMOR .2021
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LAMPIRAN
PERATU RAN BUPATI BULELENG

TLNTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERATI

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN,

A Latar Belakang

Berdasarkan kententuan yang telah diamanatkan Undang-Undang
?\Jnmor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik, bahwa setiap
nvelenggara  pelavanan  publik, baik vang memberikan pelayanan
cpada masyaraka. secara langsing maupun  tidak  langsung  wajib
neavasin. menetaphan. dan meverapkan Standar Pelavanan untuk
wiap ems pelayanan sebagai 1olok ukur dalam pflxelcnggaraan
whvanan di o lingkungan  masing-measing.  Sebagai  tindak lanjut
oelaksanaan Undag- Undang Pelavanan Publik terse Imt maka telah
Cietankan Peratura s Pemerintaly Nomor 96 Tahun 2012 tenitang
l’ﬂlaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
>abhik.
Tindak lanju: implementasi dari perundang-undangan di atas,
hagal acuan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Pendayagunaan
Sparates Negara dan Reformasi Birokrast (PANRR) telah menerbitkan
erment ANRB tent-ovg Pedoman Srandar Pelavanan vang merupakan
coestdat PermenFANREB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pritunjuk Teknis

Ceraisanan, Fenetonon . dnn Pener omam Qeanedar Dalncar e vang te'ah
i :H‘HE‘;;H‘. rtornariooiny g RN RN RENERE Mentrer Freadavagunaan
: Sopeeno denn R G 5 s D 4 dadeais 2014 lenlang

P (I()n an Htandal Pelavanan,

Menindaklanjuti amanat perundang-undangan di atas, dan sebagai
ncuan SKPD maupun Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik di
Sngkungan Pemernt=h Nabupater Bulelene dipandanz perlu adanya
(AN TR RERALR R f—)nﬁah ..Hirrjr‘no tentano  Pedeiman Denvioe imgan Standar

Ceeivebs Ui ditnaksud  cdipunakan sebagal saiana penunjang

CotvAnan o serta cniuk o mempermudah proses ponyusunarn,  dan

Cranighathan kema vhirian unit pelayanan dalam penvusunan Standar
RN RARRE:

Futnan dan Sasarar
Tuiuan dan sasaran dari Pedoman Penvusunan Standar Pelayanan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :
‘:.Tujuan Pedoman Standar Pelayvanan ini adalah untuk memberikan
wnqqt ian. meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan
‘butuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara
‘—‘:'h]IJ'”'Ll mendape tlkan kepercavaan masvarakat.
sasaran Pedomar Srandar Pelayanan adalah agar set:ap Perangkat

Dacrab/Organisass Penyvelenggara Pelaranan FPutlik mampu
ey usun, menetapisan dan menerapkan Standar Pelavanan Publik
| Vil dan b s
.'\J-
Py
t



~iang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman  Standar  Pelayanan  ini meliputi
penvusunan, penetapan. dan  penerapan  Standar Pelayanan  sesuail
Jengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahur 2012 tentang
IPelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik serta Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokresi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelavanan.

PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

Pengertian
Pralam Peraturen Ddupati ind vang dimaksud dengan .

Standar Pelavanas adalah tololk ukur vang dipergunakan sebagai
pedoman  penyelenggaraan pelavanan dan acuan penilaian kualitas
pelavanan  sebesgal  kewajiban  dan  jani  penvelenggara kepada
masyarakat dalam ranglka pelayvanan vang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau dan terakur.

.o Penyelenggara Pelovanan Publik adalahi setiap institus! penyelenggara
negara. korporasi, lembaga independen vang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum
faln vang dibentul. semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik,
wrvelengeara  pelavaran pubhic vang dimaksud  dalam peraturan
wapatt it adalel Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan

t

FPushin isabupaten Huleivng.

$o Organisast penvelenggara pelayanan pubbk vang selanjutnya disebut
organisast penyeienggara adalah satuan kerja penvelenggara pelayanan
publik vang berada di lingkungan institusi penvelenggara negara,
korpurasis Trmbaga independen vang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang
dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelavanan publik.,

b Maklumat  Peleyanan adalah  pernyataan tertulis yang berisi
keseluruhan rincisn kewajiban dan janii vang terdapat dalam Standar
Pelavanan. .

Mosvarakat  adelah  seluruh pihak., bhagk warga negara maupun

penduduk sebagal orang perseorangan, kelompok, maupun badan

hulkum yvang -berbedudukan sebagar penerima manfaat pelayanan
publil. baik secara langsung maupun tidak langsung.

ocrinsin : L

Dalam penvusunan, penetapan. dan penetapan Standar Pelayanan
dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

i Sederhana, Sterdar Pelayanan vang mudah dimengerti, mudah
ditkuti., mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang
welas dan hiava teviangkan bagh masvaralkar manpun penyelenggara.

C Partisipatif. Peounusunan Standar Pelayanan  dengonn melibatkan
masvarakat deao prthak  terkan untuk  membahas  bersama dan
mendapatkan  keselarasan  atas  dasar komitmenn  atau hasil
kesepakatan.

Akuntabel, hal-hai vang diatur dalam Standar Pelayvanan harus dapat

dilaksanakan ; dan dipertanggungjawablkan kepade pihak yang

berkepentingan. ,

1. Berkelanjutan, Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan
perbaikan sebagai upava peninglatan pelavanan,

Transparansi, Standar Pelavanan harus dapat dengan mudah diakses

oleh imasvarakat.

headilan, Stander Pelovanan harus menjamin bahwa »elayanan yang

diberikan dapat menjongkau sermua masyarakat vang berbeda status

P
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Sl ROMPONEN STANDAR PELAYANAN
Komponen Stardar Pelayanan sebageimana diatur dalam Undang-
codane Nomor 25 Tah e 2200, dalars Pedesias ind dibedalon menjadi dua
Daeian vairu
I Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses
penvampalan pelayananan (service delivery) meliput
I Persyaratan
Persyaratan adalah svarat (dokumen atau barang/hal lain) yang
harus dipenuli dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik
persvaratan feknis maupun administratif,
21 Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelavanan vang dibakukan bagi penerima
pelivans CProsedur pelayanan merupakan proses yang harus
dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan nelayanan yang
diperlukan.
3) Jangka waktu pelavanan
Waktu pelayvanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan  seluruh proses pelayanan dari setiap jenis
pelayanan.' kemudian waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap
proses pelavanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan
untuk mengztahui keseluruhan waktu vang dibutuhkan.

41 Biava /tarif”
Biava adalal: ongkos vang dikenakan kepada penerima layanan
dalam  me~gurus dan/atau memperoleh  pelayanan  dari
penvelenggars vang vbesarnyva ditetapkan berdasarkon kesepakatan
antara penyelenggara dan masyvarakat. ‘

5) Produk pelayanan

Produk pelayanan adalah hasil pelavanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapican.

6} Penanganan pengaduarn, saran dan masakan
Penanganan vengaduan, saran dan masukan adalah tata cara
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

2 komponen Standar Pelayvanan vang terkan dengan proses pengelolaan

pelayanan di internal vrganisas) {manufacturing) meliputi

i1 asar hukum
MNasar hukum a:lalah Peraturan Perundang-undangan yang menjadi
dasar penyvelerggaraan pelavanan.

2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
Sarana, prasarena, dan/atau fasilitas adalah peralatan dan fasilitas
vang  diperlukan  dalam  penyelenggaraan pelayanan termasuk
peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi kelompok rentan.

A Kompetensi. pelaksana
Kompetensi polaksana adaiah kemampuan yvang harus dimiliki oleh
setiap pelaksena meliputi pencetahuan, keahlian. keterampilan dan
uvi’@‘;éll{l_:“ll‘c’tll.

1) Pengawasan 1t rnal
Pengawasan  inrernal  adalalh  sistem pengendalian intern dan
peaga s aom e gsung yang dilakuikan oleh pimpinan satuan kerja
atau atasan!langsung pelaksana.

5) Jumiah pelaksana

Jumlah pelaksana adalah tersedianva jumlah peluksana sesuai
dengan beban kearja.

GY danminan pelavanan
Jamman pelesanan adalah memberikan kepastian pelayanan yang
chlalkiukan sesiiza: Standar Pelavanan.
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7l daminan keaimanan dan keseiamaltan pelavanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelwar. o adalah bentuls

komitmen untik memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, resiko

dan keragu-raguan.
8! Fvalnasi kineria pelaksana

Fvaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian unruk mengetahui

seberapa jaun pelaksanaan kegiatan sesuai Standar Pelayanan.

Dalam pedzman ini menjadi fokus dalam proses penyusunan
standar Pelayanan  adalah komponen Standar Pelavanean vang terkait
lengan penvampaiar pelayanan. Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam
penvusunan  dikarerekan pada  komponen ini  pihak penyelenggara
velavanan berhubungan dengan pengguna pelavanan. Komponen Standar
'clayanan pada bagian ini wajib dipublikasikan.

Sedangkan uatuk komponen Standar Pelayanan yvang terkait
tengan  pengelolaan  internal  pelavanan proses pengembangan dan
senvusunannya diserahkan pada masing-masing organisas: penyelenggara
pelivanan, Kompone ini menjadi hagian vang perlu diinfermasikan pada

coproses pembahesan dengan mass arakal

Fenyusunan  Rancangan  Standar  Pelavanan  selain perlu
remperhaukan komoonen Standar Pelavanan. organisas: penyelenggara
poiavanan juga perlu remperhatikan spesifikasi jienis pelavanan yang akan
disusun Standar Pelavanan. Fokus pada spesifikasi jenis pelayanan ini
penting untuk menghindari kesalahan  dalam penentusn  persyaratan,
walktu, prosedur maupun biaya pelayanan.

Standar Pelavanan dapat juga sekurang-kurangnya memuat
pevsvaratan,  prosedur.  waktu, biava dan  produk pelayanan serta
mevanisme pengaduan. Format Standar Pelavanan vang dapat digunakan
Arlara lain:

TORMAT STANDAR PICLAYANAN
STANDAR PRELAYAN.

foaal liukuim

. 1. PERSYARAT A 2 DT
' 2. ..........dst

2. PROSEDUR b
2. ... st

VoOVWAKTL PERILAY AaNAN 1

' 2 dst

4, BIAYA/TARIF [
2 dst

5. PRODUK A,
5 2 ...eist

6. PENGELOLAAN PENGADUAN:. ...
2 dst

S IEIDAST MASY S RARKATD PEND TAPARN AN PENERAPAN STANDAR
VU ANAN SERTUAIARLUMAT PHLAYVANAN

Citharrisipast Masyveica sat
Tuivan kel ocitsertaan  messvasab o dalaon Toran pembahasan

veosama o adalah urntuk menvelaraskan  kemampuan  penvelenggara
ocsanas, L donesn o kebutuhan/kepentingan  masyarakat  dan  kondisi
;.‘n;;{;’.\‘ungan. guna 1nengefektifkan penvelenggarann pelayanan yang
et houalitas,

By




Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan ditujukan untuk
nembangun  kesepakatan, kompromi antara harapan roasyarakat dan
kesanggupan penyelenggara pelayanan. terutama menyvangkut kemampuan
vang dimiliki, melipuii

i Dukungan Pendanaan yang dialokasikan untuk w»enyelenggaraan
pelavanan:

2. Pelaksana vang sertugas memberikan pelayanan dari segi kualitas
maupun kuantitas;

v Sarana, prasarena, dan Jatau tasilitas vang  dipunakan  untuk
nienselenggarakar pelavanan.
Metode vang dapat digunakan dalam proses diskusi ini antara lain:

P Diskust Grup Teriokus (Focused Group Discussion)
Metode int dipergunakan untuk melakukan pembahasan yang lebih
mendalam terhadap materi Rancangan Standar Pelayanan, bila
dipandang perlu dengan mengundang narasumber ahli yang terkait
dengan jenis pelavanan vang dibahas.

1. Dengar Pendapat (Public Hearing)
Metode int dipergunakan untuls melakulkan penelusuran fakta-fakta
vang dapat  mengungkap  kepentingan khalavak  ramai yang
sesungguhnyva. Cara i dilakukan dengan mengundang praktisi yang
dipandang bisa ewaikil publik itk didengar pendapatnya.

Pada oroses - nemrhahasan dencan masvarakat,  organisasi
penseienggara pelavanan dapar dipernimbangkan pula komponen -
komponen lam. seperti © sarana dan  prasarana, kompetensi

pelaksana. mekamsme pengawasan internal, jumiah pelaksana,
ramiman pelayanen. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.

oPenetapan Stardar Pelavanan
sSevbeium dilakusan penetapan Standar Pelayanan dengan Keputusan
apanan Penyelenggeara (SKPD), penyvelenggara wajib membuat Berita Acara
oahasan Standar Pelavanan. Pihak  terkait  yang  terlibat  dalam
ihaliasan wanh tor serra memhberikan tanda tanoan.
Standar Pelavanen yvang telah disepakati antara penvelenggara dan
pooaRatee layanan  keodddian diletagpkan cielr penyelenggara pelayanan

ool

o Penerapan Standar Pelavanan

itk melalkea akyn Stardar  Pelavanan cersebut,  harus
donrearasikan ke dalame perencanaan prograon. kegiaten, dan anggaran

petavanan vany ocersangkutan. Integrast Standar Pelayanan dalam

oo penvelengginran

Cobiepan selannnva dalam proses penerapan Standlar Pelayanan
ol e daivats . dan sosialisosis Internalisast diperlukan untuk
Cocsbherihan pemahameas hepada sefuruln jejaran organisasi penyelenggara
sovanan.  Sedanghkan, sostalisasi perlu dilakukan untulk membangun
semahaman  dan persamaan  persepsi  di lingkungan  unit/satker
venvelenggara pelavanan. Proses internalisasi dan sosialisasi ini agar

diclokumentasikan olel penvelenggara.

) Penetapan Maklumat Pelayanan
Sebelum mene-apkan Standar Pelayanan. penyvelenggara diwajibkan
L envusun  Can menetapkan Maklumat  Pelavanon.  Maklumat
cotccaran o merupalkan o permvataan kesanggupan den kewajiban
ccoeleneeara untuls melaksanakan nelavansn sesuai congan Standar
Al '
Hal - hal yvang periu dimuat dalam Malklumat Pelayanan adalah :
Pernyvataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan
sesual dengan Standar Pelavanan. '

-




Pernvataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan
melakukan perbaikan secara terus-menerus.

' Pernvataan kesedinan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan
kompensasi apabila pelavanan vang diberikan tidak sesuai standar.
Maklumat Pelavanan vang telah disusun wajib dipublikasikan secara

s, jelas, dan terbuka kepada masvarakat, melalui berbagai media yang
mudah diakses oleh raasvarakat.

KOP (Penyelenggara Pelayanan)

MAKLUMAT PELAYANAN
“Dengan ini kami menyaakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar
pelayanan yang telah clitatapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima
sanksi sesuai ketentuan Peraturan i’erundana-undangan vang berlaku”.

Buleleng; .. iviieivivia
Pimpinan Penyelenggara (Kepala SKPD)

Ttd
Nama Jelas

e MANTAUAN DAN [BvALUASI

Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melakukan evaluasi
crja pelavanan sebagai dasar peibaikan berkelanjutan. Dalam proses
nantauan dilakukan penitlaian apakah Standar Pelayanan yang sudah

Csun dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang meijadi faktor kunci
Leberhasilan dan apa vang meniadi faktor penghambat.

Metode vang dapat dipergunakan antara lain : analisis dokumen,
sirvel, wawancara, dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan
nienggunakan metode Survei Kepuasan Masyvarakat (SKM) sebagaimana
Lketentuan yvang berleku.

- Evaluasi Loandar Pelayanan adalah kegiatan membandingkan hasil
(o prestasi suatu penerapan Standar Pelavanan yang telah ditetapkan.
laktor - faktor apn saja yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau
coagalan dalam rangics penerapan Standar Pelayanan. Proses evaluasi juga
aempertiimbangkan pengaduan pelayvanan publik vang dipercoleh, serta hasil
Lart Survel Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan,
penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan
kealitas  pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (continuous
mprovement).

VIEPENUTUP

Penvelenggara pe avanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten
sleleng dalam menvusun, menetapkan dan  menerapkan Standar
vlhinvanan wajibh berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Keberhasilan  pervusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan di
viekungan organisast penvelenggara pelavanan publik itentukan oleh
comitmen  dan konsistensi para pelaksania dalam  penyelenggaraan
wlavanan pubhik.




